ABSTRAK

Nitha Nurizki Kiat, 0101 1511 001, “Perbedaan Pemahaman Tindak Pidana Penghinaan
Pada Perkara Nomor (45/PID.B/2018/PN.TOB) Terkait Putusan Pengadilan Negeri Tobelo dan
Pengadilan Tinggi Maluku Utara” (dibimbing oleh Tri Syafari dan Ahmad Mutfti).

Penelitian ini bertujuan ingin (1) mengetahui letak perbedaan pemahaman Hakim
Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi terkait Pasal 207 KUHP dengan perkara
Nomor : (45/PID.B/2018/PN.TOB), dan ingin (2) mengetahui ketidaksesuaian antara kedua
putusan itu berdasarkan kajian ilmu hukum pidana. Adapun jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada peraturan
perundang-undangan tertulis, putusan pengadilan atau bahan-bahan hukum yang lain.
Penelitian ini mengambil titik fokus pada hukum positif dengan meneliti bahan-bahan hukum
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) terdapat perbedaan pada pemahaman kedua
Majelis Hakim terkait Pasal 207 KUHP dengan perkara Nomor : (45/P1D.B/2018/PN.TOB),
bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo memahami bahwa semua unsur dari Pasal
207 telah terpenuhi sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memahami bahwa unsur
kedua dari Pasal 207 KUHP tidak terpenuhi. (2) adapun ketidaksesuaian antara kedua putusan
Pengadilan berdasarkan kajian llmu Hukum Pidana bahwa untuk putusan Pengadilan Negeri
Tobelo ketidaksesuaian itu terletak pada memaknai unsur kedua dari Pasal 207 KUHP yang
dalam ilmu hukum pidana Pasal 207 yang terdapat kata menghina disini diartikan sama hal
seperti kata menghina yang diartikan dalam Bab XV buku Il yaitu pengertian menghina disini
hanya pada nama baik atau martabat seseorang, dan bukan diartikan menghina dalam konteks
seksuil sebagaimana yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari R.
Soesilo ‘’menghina yaitu hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan
dalam lapangan seksuil kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota
kemaluannya’’.. Sedangkan untuk putusan pengadilan tinggi dalam kajian ilmu hukum pidana
terdapat pada unsur ketiga yang tidak sesuai dengan ilmu hukum pidana yaitu unsure ketiga
dari Pasal 207 KUHP yang semestinya objek dari penghinaan itu harus jelas, identitas yang
ditujukan atau harus dengan menyebutkan nama jabatan yang dihina agar terdakwa dapat
dikatakan sebagai perbuatan menghina terhadap Bupati Halmahera Utara.

Kata Kunci: Surat dakwaan, pertimbangan hakim.



